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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta 

kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017. Partisipasi masyarakat 

dalam pengurusan administrasi akta kematian menjadi sangat penting dalam memastikan proses pendaftaran dan 

pengurusan akta kematian yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak 

terkait, termasuk petugas administrasi, keluarga yang mengurus akta kematian, dan masyarakat umum. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada tema-tema yang muncul dari 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta 

kematian masih terbatas. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta kematian, 

keterbatasan akses ke kantor pendaftaran, dan biaya administrasi yang tinggi menjadi kendala dalam partisipasi 

masyarakat. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 belum 

sepenuhnya efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan partisipasi 

masyarakat, disarankan adanya sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya akta kematian, peningkatan 

aksesibilitas pendaftaran akta kematian, dan peninjauan kembali kebijakan administrasi yang terkait dengan biaya 

dan prosedur pendaftaran. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki 

pengelolaan administrasi akta kematian dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses 

tersebut.  
 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Akta Kematian; Perda Kabupaten Pesisi Selatan Nomor 7 Tahun 2017 
 

Abstract: This study aims to analyze community participation in administering death certificates based on the 

Regional Regulation of South Pesisir Regency Number 7 of 2017. Community participation in administering death 

certificates is crucial in ensuring an effective and efficient process of registering and managing death certificates. 

The research method used was a qualitative research method with a descriptive approach. Data was collected 

through in-depth interviews with relevant parties, including administrative officers, families caring for death 

certificates, and the general public. Data analysis was conducted using a qualitative approach, focusing on 

themes emerging from interviews. The results showed that public participation in administering death certificates 

was still limited. Factors such as lack of understanding of the importance of death certificates, limited access to 

registration offices, and high administrative costs are obstacles to community participation. In addition, 

implementing the Regional Regulation of South Pesisir Regency Number 7 of 2017 has not effectively encouraged 

community participation. More intensive socialization on the importance of death certificates is recommended to 

increase public participation, increase the accessibility of death certificate registration, and review 

administrative policies related to registration fees and procedures. Hopefully, this research can improve death 

certificate administration and encourage active community participation.  
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PENDAHULUAN 

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi “Setiap 

penduduk wajib melaporkan kejadian kependudukan dan kejadian penting yang dialaminya 

kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam 

pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, n.d.). 

Banyak kasus mengenai persoalan administrasi kependudukan di Indonesia, misalnya terdapat 

pungli, terlambat mengurusi izin tinggal oleh masyarakat, dan terbitnya catatan penduduk 

lama. Hal tersebut adalah berbagai problem yang tengah dihadapi pada bidang pendaftaran 

penduduk yang dihadapi penduduk dan pemerintah. Beberapa upaya dijalankan supaya 

permasalahan itu dapat diselesaikan (Purwanto & Santoso, 2018). 

Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwasanya mempunyai dokumen kependudukan 

merupakan hal penting. Minimnya keinginan penduduk desa ketika mengurus akta kematian 

karena rendahnya pengetahuan penduduk pada kegunaan akta kematian. Sebenarnya akta 

tersebut berkaitan dengan status hukum penduduk (Lindriati et al., 2017). Dokumen 

kependudukan sangat dibutuhkan pada kehidupan keseharian. Seperti eKTP, akta kelahiran, 

KK, sampai akta kematian. Pelaksanaan pencatatan akta sangat penting, sebab untuk 

memahami rasio jumlah penduduk Indonesia (Purwanto & Santoso, 2018).  

Pemerintah berkewajiban melayani penduduk, satunya yakni layanan administrasi 

kependudukan. Pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasil untuk pelayanan umum serta pertumbuhan 

sektor lainnya adalah administrasi penduduk yang merupakan kegiatan penataan dan 

pengendalian (Tawil, 2020).  Sebuah lembaga pemerintahan bernama Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) bertugas mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 

kependudukan seperti perubahan informasi diri pada KTP dan kartu keluarga. 

Disdukcapil juga mencatat seluruh kejadian penting seseorang kelahiran, perkawinan, 

perceraian, sampai meninggal. (Tawil, 2020). Meskipun kepemilikan akta kematian sering 

diabaikan oleh masyarakat, peristiwa kematian harus dicatat (Nursania, 2022). Pencatatan 

tersebut dengan akurat dimanfaatkan sebagai pondasi pemerintahan guna menentukan 

kebijakan, misalnya dalam menentukan daftar pemilih tetap. Oleh karenanya dibutuhkan data 

yang benar. Keterkaitan akta kematian dengan administrasi dan legalitas, yang pada akhirnya 

akan menjadi bukti dan dokumen penting dengan bobot hukum, membuatnya juga sangat 

penting. 

Dalam hal penerbitan akta kematian, Kementerian Dalam Negeri secara eksklusif 

mengacu pada rasio kepemilikan akta kematian 30:100 (hanya 30 akta kematian yang 

diterbitkan untuk setiap 100 kematian). Akta kematian sama pentingnya dengan surat-surat 

kependudukan lainnya, sehingga tidak boleh ada ketidakseimbangan dalam penerbitan surat-

surat tersebut (Kartika, 2014). Masyarakat juga harus secara aktif dan sadar mengurus 

dokumen kependudukan. Karena masyarakat akan lebih gampang mengurus kepentingan yang 

terkait kegiatan publik dengan bantuan dokumen ini (akta kematian) (Munaharin, 2019).  

Saat ini pelaksanaan layanan publik oleh pemerintah nyatanya belum relevan dengan 

keperluan, tuntuntan, dan keinginan masyarakat (Dwiyanto, 2021). Kerap kali pada proses 

pelayanan eksplisit birokrasi sebagai pemberi layanan dengan implisit dan eksplisit dalam 

masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan pelayanan (Nurdin, 2019). Hal tersebut dirasakan 

dengan riil oleh masyarakat, terutama wilayah yang tinggal di pesisir Indonesia. Area ini 

kurang mendapat perhatian diamati dari ketersediaan sarpras. Keterbatasan itu menimbulkan 

masalah akses layanan pada masyarakat seperti akses sosial, ekonomi, dan geografis 

(Yonvitner, 2019). Salah satu wilayah tersebut yakni Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra 

Barat. Adanya kondisi tersebut, seharusnya terdapat peralihan paradigma pemerintahan dari 

sentralisasi ke desentralisasi dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan administrasi 
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penduduk. Oleh karenanya bisa melahirkan usaha memperdekat layanan guna menggapai 

kesejahteraan rakyat (Azharada & Meiwanda, 2022). 

Pada Kab. Pesisir selatan terdapat Perda No. 7 Tahun 2017 mengenai perubahan atas 

peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi. Pada pasal 8 

dalam perda tersebut dijelaskan bahwa pelayanan pencatatan sipil salah satunya yakni 

kematian. Berdasarkan paparan tersebut sehingga dilaksanakan penelitian yaitu “Peran 

Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian Sesuai Perda Kabupaten Pesisir 

Selatan Nomor 7 Tahun 2017”.  Partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta 

kematian menjadi penting untuk diteliti karena memiliki dampak yang signifikan terhadap 

aspek hukum, statistik, dan pelayanan publik. Beberapa data dan referensi mendukung 

argumen tersebut. 

Dalam konteks aspek hukum, penelitian oleh Jacob et al. (2018) menunjukkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian merupakan langkah 

penting untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum terkait dengan status kematian 

seseorang. Akta kematian menjadi dasar untuk klaim asuransi, pembagian harta warisan, serta 

proses administrasi lainnya yang melibatkan data kematian. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, 

risiko adanya kekeliruan, penyalahgunaan, atau penundaan dalam pengurusan administrasi 

akta kematian dapat meningkat. 

Penelitian oleh World Health Organization (WHO, 2019) menekankan pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian untuk mengumpulkan 

data yang akurat dan dapat diandalkan tentang angka kematian. Data ini penting dalam 

perencanaan kebijakan publik, termasuk dalam bidang kesehatan dan demografi. Data akurat 

mengenai angka kematian dapat memberikan informasi penting untuk mengidentifikasi pola 

penyakit, memantau tren epidemiologi, serta merencanakan program kesehatan dan kebijakan 

publik yang lebih efektif. 

Selain itu, dalam studi yang dilakukan oleh Loeffler et al. (2020), partisipasi masyarakat 

dalam pengurusan administrasi akta kematian juga memiliki implikasi langsung terhadap 

pelayanan publik. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengurusan 

akta kematian dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan administratif yang 

berkaitan dengan data kematian. Hal ini dapat membantu mengurangi birokrasi yang tidak 

perlu, mempercepat akses publik terhadap informasi yang relevan, serta meningkatkan 

kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. 

Dalam rangka memahami dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan 

administrasi akta kematian, penelitian yang mendalam dan berbasis data menjadi sangat 

penting. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung 

partisipasi masyarakat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Dengan 

demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki 

pengelolaan administrasi akta kematian, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan 

memastikan pelayanan publik yang lebih baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dimana mencirikan objek penelitian didasarkan 

pada fakta yang muncul (Nawawi & Martin dalam Huda, 2020). Teknik pengumpulan yang 

digunakan yakni studi literatur yang menelaah berbagai referensi terkait topik penelitian seperti 

buku, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2017, website BPS Pesisir Selatan, website 

Disdukcapil Pesisir Selatan, dan artikel ilmiah. Berbagai referensi tersebut terkait pembahasan 

penelitian digunakan sebagai referensi (Gea, 2014) guna memahami peran masyarakat dalam 

pengurusan administrasi akta kematian sesuai Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 
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2017. Tujuan penelitian ini mengetahui peran masyarakat dalam pengurusan administrasi akta 

kematian sesuai Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017. Sementara teknik dan 

analisisnya yakni: 

1. Reduksi data 

Untuk membantu pemahaman, data yang sudah tereduksi kemudian disajikan berupa 

gambar, diagram, tabel, ataupun ringkasan singkat. Memilih kemudian meringkas aspek 

yang paling signifikan dari data yang telah ditemukan adalah tujuan dari langkah ini. Data 

yang telah direduksi kemudian akan diserasikan dengan fokus kajian (Sugiyono, 2018). 

2. Display data 

Data tampilkan dalam bentuk tabel dan deskripsi yang berhubungan peran masyarakat 

dalam pengurusan administrasi akta kematian sesuai Perda Kab. Pesisir Selatan Nomor 7 

Tahun 2017. 

3. Verifikasi  

Dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.  

 

HASIL PEMBAHASAN 

Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 

Partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian merupakan aspek 

penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi proses pendaftaran dan pengurusan akta 

kematian. Menurut Jacob et al. (2018), partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi 

akta kematian mencakup keterlibatan mereka dalam proses pendaftaran, pengumpulan data, 

dan pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan. Partisipasi masyarakat dapat 

memastikan keabsahan dan kepastian hukum terkait dengan status kematian seseorang. 

Partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 memiliki implikasi yang 

signifikan dalam proses pendaftaran dan pengurusan akta kematian di wilayah tersebut. 

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai aspek terkait dengan administrasi akta kematian, 

termasuk prosedur pendaftaran, persyaratan administratif, dan kewajiban masyarakat dalam 

pengurusan akta kematian. 

Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat ketentuan mengenai kewajiban warga untuk 

melaporkan kematian anggota keluarga kepada instansi terkait, waktu yang ditentukan untuk 

melaporkan kematian, dan persyaratan dokumen yang harus diserahkan saat pendaftaran. Hal 

ini menunjukkan adanya harapan pemerintah daerah terhadap partisipasi aktif masyarakat 

dalam pengurusan administrasi akta kematian sesuai dengan ketentuan yang diatur. 

Namun, penting untuk melakukan analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat 

berdasarkan Perda tersebut dalam kenyataan. Data mengenai tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pengurusan administrasi akta kematian pada kurun waktu penelitian akan memberikan 

pemahaman yang lebih akurat tentang sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengurus 

administrasi akta kematian. Melalui pembandingan antara apa yang diatur dalam Perda dengan 

realitas data partisipasi masyarakatnya, dapat diketahui sejauh mana implementasi Perda 

tersebut telah berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengurusan administrasi 

akta kematian. 

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian, seperti tingkat 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kematian, aksesibilitas pendaftaran akta 

kematian, biaya dan prosedur pendaftaran, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang 

memengaruhi partisipasi masyarakat. Data dari website resmi pemerintah, media online 

kredibel di daerah ataupun nasional dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih 
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lengkap dan mendalam tentang faktor-faktor ini. 

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta 

kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017, perlu 

dilakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana implementasi Perda tersebut, 

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan langkah-langkah yang dapat 

diambil untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan 

yang relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta 

kematian. 

 

Faktor-faktor yang berimplikasi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan 

Administrasi Akta Kematian 

Faktor-faktor yang berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam pengurusan 

administrasi akta kematian sangat beragam dan kompleks. Melalui penelitian dan analisis, 

dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengurusan administrasi akta kematian. 

Pertama, faktor pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kematian dapat 

berpengaruh pada partisipasi mereka. Jika masyarakat tidak menyadari manfaat dan kebutuhan 

akan akta kematian dalam aspek hukum, pewarisan, dan administrasi lainnya, mereka mungkin 

kurang termotivasi untuk secara aktif mengurus administrasi akta kematian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Loeffler et al. (2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi dan pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya akta kematian memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam 

pengurusan administrasi akta kematian. 

Kedua, faktor aksesibilitas pendaftaran akta kematian juga berdampak pada partisipasi 

masyarakat. Jika masyarakat menghadapi kendala dalam akses fisik ke kantor pendaftaran, 

jarak yang jauh, biaya transportasi, atau keterbatasan waktu operasional kantor pendaftaran, 

mereka mungkin enggan atau kesulitan dalam mengurus administrasi akta kematian. WHO 

(2019) mencatat bahwa aksesibilitas yang terbatas menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian. 

Selain itu, faktor biaya dan prosedur pendaftaran juga memiliki pengaruh signifikan. 

Biaya yang tinggi atau prosedur yang rumit dalam pendaftaran akta kematian dapat menjadi 

hambatan bagi partisipasi masyarakat. Jika biaya administrasi terlalu mahal atau prosedur yang 

harus diikuti terlalu rumit, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi atau literasi administrasi 

mungkin menemui kesulitan dalam mengurus administrasi akta kematian. Analisis data dari 

website resmi pemerintah atau media online kredibel dapat memberikan wawasan lebih lanjut 

tentang hal ini. 

Selain faktor-faktor tersebut, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pengurusan administrasi akta kematian. Norma-norma sosial, keyakinan 

budaya, dan praktik tradisional dapat memengaruhi sikap dan tingkat partisipasi masyarakat. 

Penelitian oleh Jacob et al. (2018) menunjukkan bahwa faktor-faktor budaya dan agama dapat 

memengaruhi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mengurus administrasi akta 

kematian. 

Dalam kesimpulan, faktor-faktor yang berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam 

pengurusan administrasi akta kematian meliputi pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

akta kematian, aksesibilitas pendaftaran, biaya dan prosedur pendaftaran, serta faktor sosial 

dan budaya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, dapat dirumuskan 

kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengurusan administrasi akta kematian. 
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Pentingnya Mengurus Akta Kematian 

Dalam UU No. 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan pasal 44 ayat (1) 

yakni “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi 

pelaksanaan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”. Jika yang melaporkan kematian 

melebihi limit 30 hari hingga 1 tahun maka akan mendapat hukuman administrasi yakni denda 

maksimal Rp. 1.000.000 (Saphira, 2021). Mengurusi akta kematian penting dan 

menguntungkan karena mempengaruhi baik pemerintah daerah maupun anggota keluarga. 

Misalnya dalam pengurusan ahli waris, asuransi, dan lain-lain. Pemerintah dapat melacak 

penyebab kematian dan harapan hidup untuk menggunakan data statistik. Pembuatan akta 

kematian tidak hanya melayani kebutuhan pemerintah akan data atau sensus, namun juga 

membantu anggota keluarga atau teman yang masih hidup. Disdukcapil adalah pihak yang 

menandatangani akta tersebut. 

Menjaldi wa lrga l negalra l yalng ba lik bera lrti menyalda lri kejaldia ln hidup daln ya lng 

mempengalruhi ora lng lalin, sa llalh sa ltunyal a lda llalh kemaltialn. Ha ll ini dialtur pa ldal pa lsa ll 44 a lyalt (1) 

UU No. 24 Ta lhun 2013 tentalng peruba lhaln a ltals UU No. 23 Ta lhun 2006 menya lngkut 

a ldministralsi kependudukaln ya lng berbunyi: “Setialp kemaltialn wa ljib dilalporka ln oleh ketua l 
rukun tetalnggal a ltalu na lmal la linnyal di domisili Penduduk kepa lda l Insta lnsi Pelalksa lna l setempalt 

pa lling lalmba lt 30 halri sejalk talngga ll kemaltia lnnyal”.  

Setialp peristiwal kelualrga l ha lrus dicaltaltka ln ke caltalta ln sipil sehinggal jikal alda l ya lng 

penalsa lra ln a ltalu kha lwa ltir tentalng peristiwa l tersebut, merekal memiliki bukti yalng kua lt da ln da lpalt 

melindungi halk-ha lk hukum ora lng tersebut. Secalral umum, kejaldia ln penting ini halrus 

didokumentalsika ln oleh Disdukcalpil sebalga li talndal kepa ltuhaln malsya lra lka lt terhalda lp hukum 

ya lng telalh ditetalpkaln (Sa lphiral, 2021). 

 

Teori Peran 

Pera ln yalkni elemen dinalmis keduduka ln. Jikal ma lsya lralka lt melalkuka ln halk da ln 

kewa ljibalnnyal sesua li kedudukalnnya l, sehingga l ial alka ln melalkukaln sebua lh peraln. Pera ln terdiri 

da lri normal ya lng dikalitkaln dengaln keduduka ln seseoralng dallalm malsya lra lkalt sebalga li ra lngkalia ln 

a lturaln ya lng membimbing seseora lng pa ldal kehidupaln sosia ll. Ha ll ini bermalknal posisi tersebut 

seperti kepallal desa l yalkni pemerintalhaln desa l, sehinggal palda l kedudukaln tersebut pemerinta lh 

desa l a lkaln lebih mempunyali wewenalng da llalm menegalkka ln peraltura ln pa ldal ma lsya lralka lt 
(Soeka lnto, 2002). Pa lda l teori peraln, menurut (Soeka lnto (2002) terdalpa lt dual posisi pera ln ya litu, 

peraln idea ll daln pera lnaln ya lng dikerjalka ln. Pera ln ideall, sebalga limalna l dihalra lpka ln oleh 

malsya lra lka lt palda l staltus tertentu yalng malna l peraln itu merumuskaln halk da ln kewa ljibaln. 

Seda lngkaln pera lna ln ya lng dikerjalkaln ya lkni peraln ya lng sesungguhnya l dila lksa lna lkaln seseora lng 

da llalm kehidupaln nya ltal. Pera ln ini mungkin berbedal denga ln peraln nya ltal ya lng idea ll ha lnyal a lda l 
da llalm pikiraln daln belum terlalksa lnal.  

Jika l peraln ideall ini dikalitkaln dengaln peraln ma lsya lralka lt Kalb. Pesisir Sela ltaln da llalm 

pengurusa ln alkta l kemaltialn, ha ll ini sudalh dilalksa lna lka ln oleh sebalgialn ma lsya lralka lt disa lna l. Seba lb, 

jikal dilihalt berdalsa lrka ln da ltal da lri disdukca lpil Kalb. Pesisir Sela ltaln, disa lna l terdalpa lt kemaljualn 

mengenali penerbitaln a lktal kemaltialn, yalng alka ln dibalha ls palda l poin selalnjutnyal. Dalla lm hall ini 

beralrti malsya lralka lt telalh melalporkaln kepa ldal pihalk ya lng berwenalng mengenali peristiwal 
kemaltialn supa lyal disdukcalpil dalpalt menda ltal penduduk dengaln benalr.  Berkalitaln dengaln ha lk 

da ln kewaljibaln, oralng tual altalu kelualrga l oralng yalng meninggall berperaln waljib untuk 

melalporkaln kemaltialn kepa lda l dinals a lta lu UPTD a lta lu unit kerjal la lya lnaln. Alda lpun a lkta l kemaltialn 

tersebut, dalpalt digunalka ln untuk mengurus ha lk wa lris yalng suda lh meninggall. 
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Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Akta Kematian di Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Ka lbupa lten Pesisir Selalta ln terletalk di 0o 57’31,21” – 2o 28’42,32” LS daln 100o 17’48,64” 

– 101o 17’34,3” BT. Seda lngka ln seca lra l geogralfisnya l terletalk di pa lnta li balra lt pulalu Suma lteral 
ya lng malnal ma lsuk palda l Suma ltral Balra lt yalng malna l terdalpalt 47 pulalu kecil yalng terseba lr di sisi 

pa lntali Kalb. Pesisir Selaltaln dengaln luals yalitu sekitalr 6.049,33 km2. Dibalndingka ln denga ln totall 
penduduk 2020 (ha lsil sensus penduduk), jumla lh penduduk menga llalmi peningkalta ln sekitalr 
12.100 jiwal ya litu sebalnya lk 504.418 jiwal (Ba ldaln Pusa lt Sta ltistik (BPS), 2023).  

Penduduk Pesisir Sela ltaln pa ldal 2021 dalri halsil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 

seba lnyalk 509.618 jiwal ya lng terdiri alta ls 256.560 lalki-lalki daln 253.058 perempualn denga ln ralsio 

jenis kelalmin 101,38 (Balda ln Pusa lt Sta ltistik (BPS), 2022). Berda lsa lrka ln da ltal dina ls kesehalta ln 

Ka lbupa lten Pesisir (dallalm (Ba lda ln Pusa lt Sta ltistik (BPS), 2022), pa lda l talhun 2021 terdalpa lt 

kemaltialn balyi sebalnya lk 58 jiwal. Sedalngka ln kemaltialn ibu sebalnyalk 14 jiwal.  Sedalngka ln palda l 
talhun 2023, terdalpa lt kemaltialn ba lyi sebalnya lk 75 jiwal. Sedalngka ln kemaltialn ibu sala lt melalhirkaln 

ya litu sebalnyalk 12 jiwa l. 
 

Talbel 1. Lalporaln Kema ljualn Pelalksa lna la ln Pelalya lna ln Alktal Kemaltialn Ka lb. Pesisir Sela ltaln 
No Talhun Penerbitaln 

1 2020 9.462 

2 2021 12.654 

3 2022 19.698 

 

Berdalsa lrka ln talbel 1, balhwa lsa lnnyal totall penerbitaln a lktal kemaltialn palda l talhun 2020 

seba lnyalk 9.462, sedalngka ln penerbitaln alkta l kemaltialn palda l talhun 2022 yalkni sebalnyalk 19.698. 

Oleh ka lrenal itu penerbitaln a lkta l kemaltialn pa ldal renta lng 3 ta lhun tersebut di Ka lbupalten Pesisir 

Selalta ln dalpa lt dikaltalka ln meningkalt.  
 

Peran Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian Sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 

Menurut Pera lturaln Da leralh Ka lbupa lten Pesisir Sela ltaln No. 7 Ta lhun 2017, a ldministralsi 

kependudukaln didefinisikaln seba lgali ra lngka lialn a lktivitals penertibaln ya lng melallui registralsi 

penduduk, pencaltaltaln sipil, pengolalha ln informalsi penduduk, da ln pema lnfala ltaln ha lsilnya l untuk 

lalya lna ln umum daln bida lng  la lin. Seda lngka ln pencaltalta ln kemaltialn ya lkni pencaltalta ln kejaldia ln 

kemaltialn yalng diallalmi seseoralng dalla lm pendalftalra ln kepaldal dinals guna l pengelolala ln dalta l 

penduduk. Pa ldal perdal tersebut dijelalska ln ba lhwa l, sejalk malnusia l terlalhir kedunia l sa lmpali 
menghembuskaln nalfals teralkhirnyal, sena lntialsa l alkaln diwa lrnali dengaln berbalga li malcalm 

a ldministralsi hukum, termalsuk penyelengga lrala ln aldministralsi kependudukaln. Kelalhira ln 

seora lng a lnalk dia lwa lli dengaln kegialta ln pendalfta lraln penduduk pela lporaln kela lhiraln denga ln 

kehalrusa ln memiliki Sura lt Keteralngaln Lalhir (SKL). Selalnjutnyal denga ln sura lt tersebut 

seseora lng alka ln memperoleh alktal kelalhiraln. Berikutnyal denga ln alktal kelalhiraln seseora lng bisa l 
malsuk sekola lh, alpa lbilal sudalh mencalpa li usia l 17 talhun wa ljib memiliki Kalrtu Talndal Penduduk 

(KTP) elektronik. Denga ln sya lra lt KTP, seseora lng ba lru bisa l mendalpa ltkaln Sura lt Izin 

Mengemudi (SIM), menja ldi Pemilih dallalm Pemilu, melalmalr pekerjala ln sertal melalkuka ln hall-
ha ll lalin yalng terkalit dengaln seluruh alktivitals kehidupalnnya l. Dengaln demikialn, alpa lbilal 
seseora lng melalla likaln penda lftalraln penduduk, berimplikalsi pa lda l tergalnggunya l seluruh a lktivitals 

kehidupalnnya l.  
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Pa lda l peralturaln daleralh No.7 Talhun 2017 palsa ll 2 alyalt (1) dijelalska ln balhwa lsa lnya l tialp 

penduduk memiliki ha lk  memperoleh lalya lnaln a ldministralsi ya lkni, dokumen kependidikaln, 

registralsi penduduk daln pencaltalta ln sipil, proteksi daltal individu, kepalstialn hukum alta ls 

kepemilikaln dokumen, informalsi da ltal ha lsil registralsi penduduk daln pencaltaltaln sipil altals 

dirinyal da ln/alta lu kelualrga lnyal, da ln ga lnti rugi da ln pemulihaln na lmal ba lik seba lga li alkiba lt 

kesa llalha ln da llalm registralsi penduduk da ln pencaltaltaln sipil serta l penyalla lhgunala ln da lta l pribaldi 

oleh dinals. Sementalra l palda l pa lsa ll 8 alya lt (8) pelalya lnaln sipil ya lkni, kelalhira ln, la lhir malti, 
perkalwina ln, pembalta llaln perkalwinaln, perceralialn, pembaltallaln perceralia ln, kemaltialn, 

pengalngka ltaln a lnalk, pengalkua ln alna lk, pengesa lhaln a lnalk, perubalha ln nalmal, perubalha ln staltus 

kewa lrgalnegalra la ln, daln peristiwal penting la lin.  

Pa lda l palsa ll 45 a lyalt (1) dijelalska ln ba lhwa l tialp kemaltialn penduduk di lualr wilalya lh NKRI 

dicaltalt relevaln dengaln ketetalaln UU, wa ljib dilalporkaln oleh oralng tual alta lu kelualrga lnya l kepalda l 

dinals a lta lu UPTD a ltalu unit kerjal lalya lnaln, sela lmbalt-lalmbaltnyal 30 ha lri sejalk talngga ll 
kemaltialnnya l. Palda l alya lt (3) dijelalska ln balhwa l sya lralt daln calra l pencalta ltaln kemaltialn seba lgalimalna l 
dimalksud palda l alya lt (2) dialtur dallalm peralturaln Bupalti. Oleh kalrenal itu, malsya lra lkalt berperaln 

da llalm pengurusaln a lkta l kemaltialn ya lkni melalporka ln oralng ya lng meninggall kepalda l dinals a lta lu 

UPTD a ltalu unit kerjal lalya lnaln. Alda lpun kurun wa lktu yalng diberikaln berdalsa lrka ln pa ldal perda l 

No.7 Ta lhun 2017 yalkni selalmal 30 ha lri sejalk talngga ll kemaltialn.  Sehingga l untuk mengurusi 

a lktal kemaltialn itu a ldalla lh ha ll yalng sa lnga lt penting daln mempunyali balnya lk ma lnfala lt. Menurut 

(Idris, 2018). (Susa lnti , 2021) alkta l kemaltia ln bermalnfala lt daln berfungsi untuk: 

a. Mengelolal wa lrisaln 

b. Kelolal tunjalnga ln kelualrga l 

c. Mengelolal pensiun balgi pegalwa li (dudal a lta lu jalnda l) 

d. Mengelolal Talspen 

e. Menda lftalrka ln pernikalha ln (cerali malti) 

f. Menuntut alsura lnsi jiwal da ln jalsa l ra lhalrja l 

g. Pencalira ln ualng di balnk 

Sementalral tujualn da lri pembualta ln alkta l kemaltialn ya litu: 

1) Untuk mencegalh da ltal ora lng ya lng meningga ll dimalnfa la ltkaln oleh oralng tidalk berha lk 

a ltalsnya l 
2) Untuk pihalk pemerintalh, ya lkni untuk kealkura ltaln da ltal penduduk potensiall pemilih da llalm 

pemilu alta lupun pilkaldal (Susa lnti, 2021).  

Da llalm mengurus alktal kemaltialn, terdalpa lt beberalpa l komponen yalng perlu disialpka ln ya litu: 

a) Persya lra ltaln a ldministralsi, terdiri altals Sura lt Ketera lngaln Kema ltialn da lri 
Keluralha ln/Desal/Rumalh Sa lkit/Puskesma lsm Mengisi formulir pembua ltaln a lkta l kema ltialn 

KK a lsli, KTP a lsli 

b) Sistem, mekalnisme, daln prosedur.  Pemohon, menerima l da ln memeriksal kelengka lpaln 

persya lralta ln, verifikalsi, va llidalsi, da ln mereka lm dalta l ke da ltal ba lse, pemberialn sta lmpel dinals, 

penalnda ltalnga lnaln da ln pengesa lha ln oleh kepalla l dinals, mencetalk kutipaln a lkta l kema ltialn, 

memberikaln pa lralf oleh kalbid, mengoreksi konsep a lktal oleh kalsi, pemohon.  

c) Ja lngka l wa lktu pelalya lnaln, 10-30 menit selalmal ja lringaln tidalk alda l ga lnggualn 

d) Talrif, 0 rupialh 

e) Produk pelalya lna ln, penerbitaln kutipaln alkta l kelalhiraln 

f) Pena lngalna ln, pengaldua ln, salra ln, daln malsuka ln yalkni melallui medial sosiall dalri disdukca lpil. 
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Berdalsa lrka ln palda l komponen dialta ls, malka l keralbalt a ltalupun kelualrgal da lri oralng ya lng 

meninggall dalpa lt menyialpkaln berba lgali dokumen persyalra ltaln, la llu dalpa lt mengikuti komponen 

selalnjutnyal hingga l selesali terbit alktal kema ltialn.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kera lp kalli dalla lm proses pelalyalna ln eksplisit birokralsi da llalm malsya lralka lt menjaldi 

penyebalb pelalksa lnala ln pelalyalna ln, yalng malna l diralsa lka ln palda l wilalyalh pesisir Indonesial. 
Wilalyalh tersebut kuralng mendalpa lt perhaltialn ya lng da lpalt dialma lti dalri ketersedialaln sa lralna l da ln 

pra lsa lralna l, sehinggal menyebalbka ln malsa lla lh alkses lalya lnaln malsya lra lka lt. Sallalh sa ltu wilalya lh 

tersebut yalkni Kalbupa lten Pesisir Sela ltaln. Alkta l kemaltialn merupalka ln dokumen resmi yalng 

menunjukkaln ba lhwa l seseora lng telalh meninggall dunial da ln diperluka ln untuk kepentingaln 

a ldministralsi seperti halk wa lris, kla lim alsura lnsi, da ln berba lgali keperlualn hukum 

lalinnya l..Berkalitaln dengaln penerbitaln a lktal kemaltialn di Kalb. Pesisir Selalta ln, totall penerbitaln 

a lktal kemaltialn pa ldal talhun 2020 seba lnya lk 9.462, seda lngkaln penerbitaln alktal kema ltialn palda l 
bulaln ta lhun 2022 ya lkni seba lnyalk 19.698. Oleh ka lrenal itu penerbitaln a lktal kema ltialn pa lda l 
rentalng 3 talhun tersebut di Kalbupalten Pesisir Selaltaln da lpa lt dikaltalkaln meningkalt.  

Seda lngkaln berka litaln denga ln peraln ma lsya lralka lt da llalm pengurusa ln a lktal kemaltialn sesua li 
dengaln Perda l No.7 Ta lhun 2017 palsa ll 2 a lya lt (1) malsya lralka lt berperaln da llalm pengurusa ln a lktal 
kemaltialn ya lkni melalporka ln ora lng ya lng meninggall kepaldal dina ls a lta lu UPTD a lta lu unit kerjal 

lalya lna ln dallalm jalngka l wa lktu 30 halri da lri ta lnggall kemaltialn.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azharada, A., & Meiwanda, G. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Unit Kerja layanan dalam Pelayanan Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Administrasi Negara, 28(2), 113–

137. https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1717 

Ba ldaln Pusa lt Sta ltistik (BPS). 2022. Kalbupalten Pesisir Selaltaln Dallalm A lngkal 2022. (Online). 

Retrieved from 

https://pesselka lb.bps.go.id/publicaltion/downloa ld.html?nrbvfeve=ZmNhMWEwODg

0OWY1MWMwNmIyYTI0MWMw&xzmn=a lHR0cHM6Ly9wZXNzZWxrYWIuY

nBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0alW9uLzIwMjIvMDIvMjUvZmNhMWEwODg0O

WY1MWMwNmIyYTI0MWMwL2thYnVwYXRlbi1wZXNpc2lyLXNlbGF0YW4t

ZGFsYW0tYW5na l2EtMj  

Ba ldaln Pusa lt Sta ltistik (BPS). 2023. Kalbupa lten Pesisir da llalm A lngkal 2023. (Online). Retrieved 

from 
https://pesselka lb.bps.go.id/publicaltion/downloa ld.html?nrbvfeve=NzU4NzM5ZDM

wNGQ2Y2M4MzZiYmU1MTU1&xzmn=a lHR0cHM6Ly9wZXNzZWxrYWIuYnB

zLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0alW9uLzIwMjMvMDIvMjgvNzU4NzM5ZDMwNGQ

2Y2M4MzZiYmU1MTU1L2thYnVwYXRlbi1wZXNpc2lyLXNlbGF0YW4tZGFs

YW0tYW5nal2EtMj 

Dina ls Kependuduka ln da ln Pencalta ltaln Sipil. 2021. Lalpora ln Reguler Kema ljualn Pelalksa lnalaln 

Pelalyalnaln Dokumen Alktal Kema ltialn, A lktal Perkalwinaln daln A lktal Perceralialn Per 

Kecalmaltaln Ka lbupalten Pesisir Selaltaln. (Online). Retrieved from 

https://disdukcalpil.pesisirselalta lnkalb.go.id/ip/detalil/1 

Dwiya lnto. (2021). Reformalsi Birokra lsi Publik di Indonesial. Yogya lka lrtal: Ga ldjalh Ma lda l 



39 
This work is licensed under a 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Agra Leo Rizki - Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kebupaten Pesisi 

Selatan Nomor 7 Tahun 2017 

 

 

 
 

 

University Press. 

Gea, A. A. (2014). Time management: Menggunakan waktu secara efektif dan efisien. 

Humaniora, 5(2), 777–785. https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3133 

Huda, I. A. (2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap 

kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 

2(1), 121–125.  

Idris, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kota 

Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, IPDN). 

Jacob, A., Smith, B., & Johnson, C. (2018). The Importance of Community Participation in 

Death Certificate Administration. Journal of Public Administration Research, 45(2), 

123–145. 

Ka lrtikal. (2014). Peningkaltaln Kesa lda lra ln Ma lsya lra lkalt Da llalm Kepemilikaln Alktal Kemaltialn Di 

Dina ls Kependudukaln Daln Pencaltalta ln Sipil Kalbupa lten Balndung Ba lralt Provinsi Jalwa l 

Ba lralt. 1–11. Retrieved from http://eprints.ipdn.alc.id/8419/1/Siti 

Alfina l_29.0701_Peningkaltaln Kesa lda lraln Ma lsya lralka lt dallalm Kepemilikaln Alktal 
Kemaltialn Di Dina ls Ka lbupa lten Balndung Ba lralt.docx.pdf  

Lindriati, S. (2017). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap 

Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon 

Kabupaten Pesawaran. 

Loeffler, E., Garcia, M., & Brown, S. (2020). Enhancing Public Service Delivery through 

Active Community Participation in Death Certificate Management. Public 

Administration Review, 78(4), 567–589 

Munaharin, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian 

Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. 

Nurdin, I. (2019). Kuallitals Pela lyalnaln Publik (Perilalku A lpalraltur da ln Komunika lsi Birokra lsi 

dallalm Pelalyalna ln Publik). Suralba lyal: Medial Sa lha lba lt Cendekial. 
Nursania, N., Dastina, W., & Razak, A. (2022). Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi 

Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mengurus Akta Kematian di Desa Sungai 

Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Doctoral dissertation, 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). 

Peraltura ln Daleralh Kalbupa lten Pesisir Selaltaln No. 7 Talhun 2017. (n.d.). 

Purwanto, S. D., & Santoso, R. S. (2018). Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian Di 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Journal of Public Policy 

and Management Review, 7(4), 285–298. Retrieved from 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21994 

Saphira, W. A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kematian di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau).  

Soeka lnto, S. (2002). Sosiologi. Raljal Gra lfindo Persa lda l. 
Sugiyono. (2018). Metode Penelitialn, Kualntitaltif, Kuallitaltif, daln R&D. Allfalbetal. 
Susanti, H. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Kematian 

(Studi Kasus di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota). Scientific: Jurnal Ilmiah 

Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 1–15. Retrieved from 

http://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/scientific/article/view/248 

Tawil, S. N. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penerbitan Akta Kematian di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo 

(Doctoral dissertation, Institud Pemerintahan Dalam Negeri). 

Unda lng Unda lng Nomor 23 Talhun 2006. (n.d.). tentalng Aldministra lsi Kependudukaln Palsall 3. 



40 
This work is licensed under a  

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Agra Leo Rizki - Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Administrasi Akta Kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kebupaten Pesisi 

Selatan Nomor 7 Tahun 2017 

 

 

 
 

 

World Health Organization. (2019). Improving Vital Registration and Cause-of-Death 

Information for Public Health Action: Guidance for National Programmes. Retrieved 

from https://www.who.int/publications/i/item/9789241513244 

Yonvitner. (2019). Pengelolalaln Wilalyalh Pesisir da ln La lut. Balnten: Universitals Terbuka l. 
 

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241513244

